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Abstrak Penelitian ini di latar belakangi karena adanya permasalahan dimana Sosialisasi dan pelatihan
dari pihak pemerintah atau LSM belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh, sehingga informasi tentang
peluang pengembangan wisata belum merata diterima oleh seluruh masyarakat. Kegiatan pelatihan
keterampilan masih terbatas dan belum menyasar seluruh lapisan masyarakat, schingga banyak warga
belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan wisata Kebijakan atau peraturan
desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata belum dirumuskan atau
diterapkan secara jelas, sehingga masyarakat kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Dengan demikian maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengelolaan Wisata Jojogan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Metode
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 8 orang, dan
teknik analiss data menggunakan reduksi data, data display dan verifikasi atau kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pada dimensi enabling, masyarakat Desa Cintaratu telah menunjukkan kesadaran
yang tinggi terhadap potensi wisata alam yang ada di wisata Jojogan. dilaksanakan melalui upaya
penyadaran kepada masyarakat mengenai potensi wisata yang dimiliki serta pentingnya keterlibatan
masyarakat. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan pendekatan langsung oleh pemerintah desa dan
pengelola wisata. Namun demikian, program pelatihan atau sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah
maupun lembaga swadaya masyarakat kepada masyarakat lokal belum berjalan optimal.Pemberdayaan
pada tahap empowering dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta pemberian kesempatan kepada
masyarakat untuk terlibat keikutsertaan mereka dalam Pokdarwis dan usaha ekonomi pendukung wisata
seperti jasa parkir, penyewaan alat, serta penjualan makanan dan minuman. Namun, pelaksanaan pelatihan
dan pendampingan belum merata kepada seluruh warga, sehingga partisipasi masyarakat masih bersifat
terbatas pada kelompok tertentu Pada dimensi protecting, perlindungan terhadap hak masyarakat lokal
untuk terlibat dalam pengelolaan wisata belum dilaksanakan secara optimal. Masyarakat belum banyak
dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan ataupun pengambilan keputusan strategis. Meskipun sudah
ada distribusi manfaat ekonomi dari sektor wisata seperti bertambahnya penghasilan masyarakat melalui
jasa parkir, warung makan, dan penyewaan alat wisata, masih terdapat ketimpangan akses terhadap
keuntungan tersebut. Selain itu, upaya pelestarian lingkungan dan budaya telah dilakukan, namun belum
sepenuhnya melibatkan masyarakat secara aktif dan menyeluruh

Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional yang
mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pelestarian
budaya, serta pemberdayaan masyarakat. Perkembangan sektor pariwisata yang dikelola
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dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta
mempercepat pembangunan di wilayah pedesaa.

Pariwisata kini dianggap sebagai kebutuhan manusia modern dan menjadi sektor
unggulan (tourism is a leading sector) untuk pembangunan wilayah dan peningkatan
kesejahteraan (Frasawi & Citra, 2018). UNWTO mengemukakan bahwa 1 dari 7 orang
penduduk di dunia melakukan wisata ke luar batas negara asalnya. Proyeksi tersebut akan
terus meningkat 10.3 % pada tahun 2030 (Rahmawati & Sungkono, 2015:2).

Kondisi tersebut akan mempengaruhi perkembangan sektor pariwisata dari masa ke
masa sehingga sektor ini akan terus mengalami perubahan seiring dengan kecenderungan
dan perkembangan global. Organization for Economic Cooperation and Development)
pada tahun 2018 menyatakan bahwa saat ini mulai terjadi pergeseran pariwisata yang
semula pariwisata massal (mass tourism) ke bentuk pariwisata alternatif (alternative
tourism). Pariwisata alternatif (alternative tourism) merupakan wisata yang berfokus
pada aspek alam dan budaya dengan jumlah wisatawan sedikit atau kelompok kecil
(Lestari dkk., 2016).

Motivasi wisatawan dalam mencari sesuatu yang baru dan mempunyai pengalaman
wisata yang berkualitas dengan terlibat langsung dalam kegiatan berwisata menyebabkan
meningkatnya permintaan terhadap wisata alternatif (alternative tourism). Salah satu
bentuk pariwisata alternatif (alternative tourism) adalah Wisata Pedesaan/rural tourism.

Wisata Pedesaan merupakan konsep wisata yang memanfaatkan sumber daya yang
ada pada satu atau beberapa desa. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam,
dan sumber daya manusia yang dapat berupa tradisi atau budaya yang ada di masyarakat
(Maryani, 2019).

Desa wisata (Village Tourism) yang terbentuk dari wisata pedesaan menjadi jawaban
dari perubahan dan kecenderungan pasar yang terjadi di industri pariwisata, di mana
orientasi wisatawan pada mass tourism dan kemodernan bergeser pada hal-hal sederhana
yang muncul dalam keseharian masyarakat sekitar (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, 2021).

Desa wisata merupakan salah satu tren wisata dan pilihan alternatif yang saat ini ramai
diminati masyarakat untuk sekedar melepaskan stres dan melakukan refreshing. DESMA
Center (Destination Management) sebuah lembaga konsultasi pariwisata mengemukakan
bahwa berdasarkan hasil survei online di media sosial pada tahun 2021 93% masyarakat
sangat tertarik untuk melakukan kunjungan ke desa wisata. Hal tersebut menjadi
pendukung yang kuat bahwa kecenderungan masyarakat meninggalkan pariwisata
berbasis 3S sun, sea, sand atau destinasi wisata yang populer itu benar terjadi. Oleh karena
itu, bentuk kegiatan desa wisata menjadi prioritas pemerintah yang dilihat dari
penambahan konsep 3S menjadi serenity, spirituality, sustainability dan kesadaran
masyarakat bahwa lingkungan yang ada harus dijaga dan dikelola untuk kelangsungan
hidup selanjutnya.

Salah satu pendekatan yang saat ini banyak dikembangkan adalah pariwisata berbasis
masyarakat (community-based tourism), yaitu konsep pengelolaan wisata yang
melibatkan masyarakat setempat secara aktif dan menyeluruh. Melalui pemberdayaan,
masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama
dalam mengelola, menjaga, dan mengembangkan potensi wisata di daerahnya.
Keterlibatan ini menjadi kunci dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan,
inklusif, dan berorientasi pada kemandirian lokal.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata menjadi kunci untuk
menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal dan keberlanjutan pariwisata
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itu sendiri. Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, memiliki objek

wisata alam yang dikenal sebagai Wisata Jojogan. Wisata ini menawarkan keindahan

alam berupa air terjun, pemandangan sungai, dan aktivitas seperti tubing yang menarik
wisatawan lokal maupun dari luar daerah.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wisata Jojogan menjadi sangat penting
untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata dapat dirasakan oleh warga
sekitar. Pemberdayaan ini mencakup peningkatan keterampilan masyarakat dalam
mengelola destinasi wisata, peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan dan
kelestarian alam, serta pembagian keuntungan yang adil antara pengelola wisata dan
masyarakat. Menurut Prasetyo (2022), partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan
wisata dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelestarian
lingkungan.

Namun, pengelolaan wisata di Desa Cintaratu masih menghadapi beberapa tantangan,
seperti rendahnya keterampilan manajerial warga, keterbatasan infrastruktur pendukung,
serta rendahnya promosi wisata di tingkat regional maupun nasional.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi penting dalam
pembangunan berkelanjutan, terutama di bidang pariwisata. Pariwisata yang melibatkan
masyarakat lokal secara aktif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi
juga memperkuat identitas budaya dan kelestarian lingkungan. Konsep ini relevan bagi
Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, yang memiliki potensi besar
melalui destinasi wisata Jojogan.

Wisata Jojogan dikenal dengan keindahan alamnya, yang meliputi air terjun, sungai,
dan pemandangan bukit yang asri. Potensi ini menawarkan peluang besar untuk
meningkatkan ekonomi lokal. Namun, keberhasilan pengelolaan wisata tersebut
memerlukan keterlibatan masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga
pengembangan destinasi wisata. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menjadi
kunci untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan, adil, dan bermanfaat bagi
semua pihak.

Namun demikian, proses pemberdayaan masyarakat masih belum dapat dilaksanakan
secara optimal. Hal ini tampak dengan adanya indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan pelatihan dari pihak pemerintah atau LSM belum dilakukan secara
rutin dan menyeluruh, sehingga informasi tentang peluang pengembangan wisata
belum merata diterima oleh seluruh masyarakat.

2. Kegiatan pelatihan keterampilan masih terbatas dan belum menyasar seluruh lapisan
masyarakat, sehingga banyak warga belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan
untuk mendukung kegiatan wisata.

3. Kebijakan atau peraturan desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam
pengelolaan wisata belum dirumuskan atau diterapkan secara jelas, sehingga
masyarakat kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan jumlah
informan sebanyak 7 prang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,
observasi dan dokumentasi telnik analisis data menggunakan reduksi data, data display
dan verifikasi atau kesmpulan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberdaayan masyarakat dalam pengelolaan wisata Jojogan di Desa Cintaratu
Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran merupakan suatu upaya untuk
memberdayakan masyarakat lokal agar dapat mengelola potensi wisata secara mandiri
dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat sangat penting agar
mereka tidak hanya menjadi objek dalam pengembangan wisata, tetapi juga menjadi
subjek yang berperan aktif dalam setiap aspek pengelolaan wisata. Adapun indikator
pemberdayaan masyarakat berdasarkan pendapat Suprayogi dalam Suaib (2023:11)
meliputi 3 indikator sebagai berikut.
1. Enabling:
Enabling adalah upaya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang. Dalam konteks ini, masyarakat diberikan akses terhadap
informasi, pendidikan, pelatihan, serta dukungan infrastruktur yang memungkinkan
mereka berpartisipasi aktif dalam pengelolaan wisata. Tujuannya agar masyarakat
mampu mengenali dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal\
\Empowering yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya
yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti
penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai
peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
2. Protecting:
Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem
perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subyek pengembangan.proses
pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena
kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Untuk mengetahui mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wisata
Jojogan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sebagaimana
dikemukakan Suprayogi dalam Suaib (2023:11) tersebut, maka tampak sebagaimana
dalam deskripsi berikut.

4.1.1 Dimensi Enabling

Enabling adalah upaya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang. Dengan didukung oleh 3 indikator yaitu Masyarakat memiliki
kesadaran akan potensi wisata alam dan budaya yang ada di Jojogan, Adanya pelatihan
atau sosialisasi dari pemerintah/LSM kepada masyarakat terkait peluang pengembangan
wisata, Terdapat forum warga (misalnya kelompok sadar wisata) yang memberi ruang
masyarakat untuk menyampaikan ide dalam pengelolaan wisata pengelolaan. Untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan ketiga indikator tersebut, maka penulis melakukan
wawancara dengan 7 orang informan dengan hasil sebagai berikut

Pada dimensi enabling, masyarakat Desa Cintaratu telah menunjukkan kesadaran
yang tinggi terhadap potensi wisata alam yang ada di wisata Jojogan. dilaksanakan
melalui upaya penyadaran kepada masyarakat mengenai potensi wisata yang dimiliki
serta pentingnya keterlibatan masyarakat. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan
pendekatan langsung oleh pemerintah desa dan pengelola wisata. Namun demikian,
program pelatihan atau sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga
swadaya masyarakat kepada masyarakat lokal belum berjalan optimal.

Pemberdayaan pada tahap empowering dilakukan melalui pelatihan, pendampingan,
serta pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat keikutsertaan mereka
dalam Pokdarwis dan usaha ekonomi pendukung wisata seperti jasa parkir, penyewaan
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alat, serta penjualan makanan dan minuman. Namun, pelaksanaan pelatihan dan
pendampingan belum merata kepada seluruh warga, sehingga partisipasi masyarakat
masih bersifat terbatas pada kelompok tertentu.

Pada dimensi protecting, perlindungan terhadap hak masyarakat lokal untuk terlibat
dalam pengelolaan wisata belum dilaksanakan secara optimal. Masyarakat belum banyak
dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan ataupun pengambilan keputusan strategis.
Meskipun sudah ada distribusi manfaat ekonomi dari sektor wisata seperti bertambahnya
penghasilan masyarakat melalui jasa parkir, warung makan, dan penyewaan alat wisata,
masih terdapat ketimpangan akses terhadap keuntungan tersebut. Selain itu, upaya
pelestarian lingkungan dan budaya telah dilakukan, namun belum sepenuhnya melibatkan
masyarakat secara aktif dan menyeluruh.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Jojogan di Desa Cintaratu

Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan

sebagai berikut:

1. Pada dimensi enabling, masyarakat Desa Cintaratu telah menunjukkan kesadaran
yang tinggi terhadap potensi wisata alam yang ada di wisata Jojogan. dilaksanakan
melalui upaya penyadaran kepada masyarakat mengenai potensi wisata yang dimiliki
serta pentingnya keterlibatan masyarakat. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi
dan pendekatan langsung oleh pemerintah desa dan pengelola wisata. Namun
demikian, program pelatihan atau sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah maupun
lembaga swadaya masyarakat kepada masyarakat lokal belum berjalan optimal.

2. Pemberdayaan pada tahap empowering dilakukan melalui pelatihan, pendampingan,
serta pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat keikutsertaan mereka
dalam Pokdarwis dan usaha ekonomi pendukung wisata seperti jasa parkir,
penyewaan alat, serta penjualan makanan dan minuman. Namun, pelaksanaan
pelatihan dan pendampingan belum merata kepada seluruh warga, sehingga
partisipasi masyarakat masih bersifat terbatas pada kelompok tertentu.

3. Pada dimensi protecting, perlindungan terhadap hak masyarakat lokal untuk terlibat
dalam pengelolaan wisata belum dilaksanakan secara optimal. Masyarakat belum
banyak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan ataupun pengambilan
keputusan strategis. Meskipun sudah ada distribusi manfaat ekonomi dari sektor
wisata seperti bertambahnya penghasilan masyarakat melalui jasa parkir, warung
makan, dan penyewaan alat wisata, masih terdapat ketimpangan akses terhadap
keuntungan tersebut. Selain itu, upaya pelestarian lingkungan dan budaya telah
dilakukan, namun belum sepenuhnya melibatkan masyarakat secara aktif dan
menyeluruh.

SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang dapat

diajukan sebagai rekomendasi bagi berbagai pihak terkait antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi Program Sosialisasi dan Pelatihan
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi wisata Jojogan,
pemerintah desa dan pengelola wisata perlu mengoptimalkan program sosialisasi dan
pelatihan. Program-program tersebut sebaiknya lebih merata, dengan memperluas
jangkauan kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya kelompok tertentu.
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Penggunaan media yang lebih beragam, baik offline maupun online, dapat menjadi
alternatif untuk mencapai audiens yang lebih luas

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata
Pemberdayaan masyarakat dapat diperluas dengan memberikan kesempatan lebih
banyak bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
program wisata. Pelatihan dan pendampingan harus diberikan secara merata kepada
seluruh masyarakat, dengan pendekatan yang lebih inklusif. Hal ini bertujuan agar
lebih banyak warga yang dapat berpartisipasi dalam berbagai aspek pengelolaan
wisata, termasuk pengembangan usaha ekonomi berbasis wisata

3. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan
Dalam rangka memastikan keadilan dalam distribusi manfaat dari sektor wisata,
masyarakat harus lebih terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Pemerintah
desa dan pengelola wisata perlu membentuk forum atau mekanisme yang
memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan,
perencanaan, dan pengelolaan kegiatan wisata. Keterlibatan aktif ini akan
memberikan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan wisata
tersebut
Bagi peneliti yang akan datang diharapkan agar lebih memperluas penelitian terutama
dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengelola wisata alam. Penelitian lebih
lanjut dapat mengkaji lebih dalam tentang strategi pemberdayaan masyarakat yang
efektif, serta model-model pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat secara
aktif dalam setiap tahapannya, dari perencanaan hingga evaluasi. Peneliti juga dapat
mengkaji bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat mengoptimalkan potensi lokal,
meningkatkan kapasitas manajerial, serta memperkuat kemandirian ekonomi
masyarakat dalam jangka panjang
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